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SALINAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR p4 TAHUN 2020
. TENTANG - -}

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320
ayat (1} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapalkali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, Bupatl menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah = tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anpgaran
Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {DPRD) -dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa clch Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat & (enam) bulan
setelah Tahun Anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurnaf &, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019; '

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasiconal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahean Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Iindonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn
Perencanaan . Pembangunan = Nasional (Lembaran

' Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

10.

i1,

Tambahan - Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tghun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Proviosi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik - Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -

Nomeor S5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang .

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234} scbhagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomeor 153 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398};

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik .

Indonesia Nomor 5465);

Undang-Undan.g Nomor 23 Tahun 2014 tentang -

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Xeuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tamnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

- 13, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 435735);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Polik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51&1);

19, Peraturan Pemerintah Nomeor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemcrintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarafDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) secbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

22, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tammbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomeor 6057);

24, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan - Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tammbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6178];

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Presiden Nomeor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);



29.

30.

31.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah [(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomeor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

32,

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2316 Nomor
o247,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman FEvaluasi Rancangan . Peraturan
Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban - Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Benta

- Negara Republlk Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

33.

34,

39.

36.

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional {Berita Negara Republlk Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tabhun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tehun Anggaran 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeﬁ Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Deaerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07

" Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

37.

38.

Keuangan Daerah {(Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor ©6
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 6);



39, Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 {Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 4};

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan
BUPATI PRINGSEWTU

MEMUTUSKAN:

@  Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

- PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019,

Pasal 1

{1} Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa
laporan keuangan memuat;
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan salde anggaran lebih;
¢. NEeraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
¢. catatan atas laporan keuangan.

. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan
usaha milik daerahfperusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anpparan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut;
a. Pendapatan-LRARp1.206.214.223.948,33

b. Belanja Rp 994.700.884.596,40

¢. Transfer Rp 199.078.194 398,00

d. Surplus/Defisit- Rp12.435.144.953,87
LRA

e. Pembiayaan

- Penerimaan Rp  33.994.635.665,75
- Pengeluaran Rp 1.500.000,000.00

Rp32.494.635.665,75

f. Sisa Leblthurang Pembiayaan Anggaran Rp44.929.780.619.62




Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, diurai sebagai berikut:
a. Selisih angparan dengan realisasi pendapatan-LRA
. sebesar Rp{5.267.613.132,67) dengan rincian sebagai
berilut: '
1. Anggaran pendapatan Rp 1.211.481.837.081,00
setelah perubahan

2. Realisasi Rp 1.206,214.223.948,33

Selisih lIebih/{kurang) Rp  (5.267.613.132,67)

b. Sclisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar
Rp{50.040.675.273,29) dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran belanja setelah Ep 1.044.741.559.869,75
perubahan _
2. Realisasi Rp ©994.700.884.596 46

Selisih lebih / (karang) Ep (50.040.675.273,29)

¢. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar
Rp(156.718.479,00)dengan rincian sebagai berikut:

1, Anpgaran transfer . Rp 199.234.912.877,00
setelah perubahan _
2. Realisasi - : ~ _Rp 199.078.194.398,00

Selisih lebih/(kurang) ~ Rp (156.718.479,00)

d. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(defisit)-LRA
sebesar Rp44,929.78(.619,62 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran Surplus/ Rp (32.494.635.665,75)
(defisit) seteiah perubahan
2. Realisasi Rp 12.435.144.953.B7

Selisih Iebih f(kurang) Rp 44.929.780.619,62

e. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sebesar
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pembiayaan Rp 32.494.635.665,75

setelah perubahan
2. Realisasi Rp 32.494.635.665,75
Selisth lebih /{kurang} Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih/Kurang
Pembiayaan Anggaran sebesar Rp44.929.780.619,62
dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran Rp 0,00
pembiayaan setelah
perubahan

2. Realisasi Rp 44.929,780.619,62

Selisih lebih/ (kurang) Rp 44.629.780.619,62




Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember

2019 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 33.994.635.665,75

b. Pengpunaan Saldo Anggaran Rp  33.994.635.665,75
Lebih

c. Sisa Lebih/Kurang Rp 44.929.780.619,62
Pembiayaan Anggaran
tahun berjalan

d. Koreksi kesalahan Rp 0,00
pembukuan tahun
sebelumnya

e, Koreksi Kesalahan Rp 0,00
Pembukuan Tahun
Sebelumnya (Lain-lainj

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 44.929.780.619,62

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf ¢ per 31 Desember 2019, sebagai berilaat:

a. Jumlah aset Rp2.049.637.744.012,24

b. Jumnlah kewajiban Rp 16.235.006.619,75

¢. Jumlah ekuitas dana Rp2.033.402.737,392,49
Pasal 6

Laporan OQperasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO dari - Rpl.066.835.468.177,23
kegiatan operasional

b. Beban dari kegiatan Rpl.035.863.446.176,12
operasional

¢. Surplus/(defisit) dari Rp 0,00
kepiatan non operasional

d. Pos luar biasa Rp 0,00

¢. Surplusf{defisit}-LO Rp 30.972.022.001,12

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat {1} huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Rp 33.994.635.665,75
Januari 2018

b. Arus kas dan aktivitas Rp 201.414.577.169,47
operasi

¢. Arus kas dari aktivitas Rp {190.479.432.215,60)

investasi



d. Aruskasdariaktivitas ~~ Rp 0,00

pendanaan : _
- €. Arus kas dari aktivitas - Rp  665.940.523,00
_transitoris - E
f. Saldo kas akhir per 31 Rp 45.595.668.142,62

Desember 2019

.Pasal 8
. Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimanél dimaksud dalarm

Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir -

sampat dengan 31 Desember 2019 sebagai herikut;

a. Ekuitas Awal Rp 2.042.975.907.321,40
‘b, Burplus/Defisit-LO - Rp  30.972.022.001,12
¢. Dampak Kumulatif Rp - {40.545.191.930,03) -
" - Perubahan Kebijakan/ : ' :
" Kesalahan Mendasar :
d.” Ekuitas Akhir . - . Rp 2.033.402.737.392,49
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik -
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos 1aporan

keuangan. - : :

Pasal 10

- Pertangguﬁgiawahan pelaksanaan ~APBD 'seb'agaimana

" dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran vang

merupakan bagian tidak terplsahkan dari Peraturan_-
Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran] = lﬂpﬂran Reahsam Anggaran terclm :
_ : atas; :
Lampiran L1 - : ngkasan LRA menurut urusan
: _ pemenntahan - daerah dan .
orgamsam, L :
Lampiran 1.2 : Rincian LRA Menurut - Urusan
o Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja - dan -
_ _ Pembiayaan; ' R :
Larpiran 1.3 : Rekapitulasi . Realisasi Anggaran

Belanja Daerah Menurut " Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Keglatan, : :

Iémpiran 14 Rekapltulam Realisasi Anggaran

Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan - Urusan -

Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam - Rangka = Pengelolaan
Keuangan Negara; -



b. Lampiran I : Laporan Penibahan Saldo Anggaran
Lebih;

c. Lampiran OI : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VI : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII  : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi  Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih;

j- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir
dan Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal {Investasi)

- Daerah;

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi
- Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap;

m. Lampiran XIII . Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV  : Daitar Rekapitulasi Konstruksi
_ ' Dalam Pekerjaan;

0. Lampiran XV  : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVl : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIIl : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

- diselesaikan sampai akhir tghun

dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX  : Ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/ Perusahaan
Daerah;

u. Lampiran XXI : Ikhtisar Dana Desa.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian
lebih lanjut dari Perianggungjawaban Pelaksanaan APBD
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



=

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar sectiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pringsevwaa.
Ditetapkan di Pringsewn
pada tanggal
BUPATI PRINGSEWLJ,
. dto
SUJATH
Diundangkan di Pringsewy ;-

pada tanggal L
SEXRETARIS DAERAH KABUFATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN ﬁﬂERAI—I KABUPATEN FPRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR :

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewn
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